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ISI RINGKASAN

Dalam rengka pembangunen ekonomi Indonesies di bidang hukum, lembaga Jjami-
nen meminta perhatizn serius dalam pembinaan hukummya, oleh karena per-
kembangen ekonomi dan perdagangan senantiasa diikuti oleh berkembangnya ke-
butuhan aken kredit dan pemberian fasilitas kredit, Kebutuhan dan pemberi-
an kredit ini memerlukan Jaminan demi keamanan pemberi kredit (bank). Lem-
bege Jeminan tergolong bidang hukum yang netral, artinya tidak mempunyai
hubungan erat dengan kehidupan spiritual dap budaya bangsa, Selain itu hu-
kum jaminan juga mempunyai fungsi menunjang kemajuan ekonomi dan pembangu-
nen pada umumnye, Kegiatan peminjaman uang dengan cara pemberian kredit o-
leh bank banyak dilakukan oleh masyarakat,

Pemberian kredit oleh bank senantiasa mengandung kemungkinan tidak dapat
dilunasinya kredit tersebut tepat pada waktunya., Kemacetan kredit seperti
itu secara tidak langsung menimbulkan dempak negatif terhadap masgyarakat,
karena kredit yang tersalur itu sebenarnya bersumber dari dana masyarakat.
Guna memperkecil kemungkinan timbulnya kredit macet tersebut, maka pihak
bank meminte -pada debitur untuk memberikan Jjaminan bagi pengembalian kre
ditnya.

Dalsm Hukum Perdata Indonesia dikenal berbagai macam lembaga jaminan yang
dapat digolongkan menurut cara terjadinya, menurut sifatnys, menurut obyek-
ny» serta menurut kewenengen menguasail barang yang dijaminkan (Sri Soedewi
M3, 1980)., Salsh satu macam lembaga jaminen yang mempunyai kepastian hukum
begitu kuat diantsranya adalah Hipotik, Lewbzga jaminan hipotik ini jika
kita ameti lebih menguntungkan daripada lembaga jaminan lainnya, karena hi-
potik ini merupaken lembaga jaminan yang memberikan kedudukan kuat bagi
kreditur, mudah dalam tatacara pengikatannya serta ringan biaya pengikatan-
nya dan mudah cara pencairannya,
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Dslem UU Perbankan lama, yaitu UU No, 14/1967 masalah lembaga Jaminan bagi
képentingan pemberian kredit sangat penting artinya, Hal ini nampak pada
pasal 24 UU No. 14/1967 yang menyatakan bahwa bank umum tidak akan memberi-
kan kredit tanpa jaminan terhadap siepapun juga., Memang kalau kita amati se.
cara teliti, akesn nampsk adanya larangan pemberian blanko kredit yang mana
hal ini membuktikan bahwa sebetulnya perjanjian pemberian kredit tidak da-
pat dipisehkan dengan perjanjien pemberian Jjaminan, misalnya dengan pemasa
ngan hipotik dan sebagainya,

Namun anehnya dales UU Perbankan yeng baru, yaitu UU No. 7/1992 tidak ada
satu pasalpun yang dengan teges melarang pemberian blanko kredit, Bahkan
dalam pasal 8 UU No. 7/1992 menyebutkan bahwa dalam memberikan kredit bank
umum wajib mempunyai keyakinan atass kemampuan dan kesanggupan debitur untuk
melunasi hutangnya sesusi dengsn yang diperjanjikan, Adapun kriteria yang
dipergunakan untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan de-
bitur untuli melunasi hutang si debitur itu meliputi usahs bank untuk melaku-
ken penileian secara seksame terhadap watak, kemampuan, modal, agunan/jami-
nan serta prospek useha dari debitur. Kriteria untuk memperoleh keyakinan
tersebut merupskan bal penting dalam pemberian kredit, karena akan memper- '
kecil kemungkinen timbulnya kerugian akibat kredit macet,

Deri sudut pandang hukum kriteria terpenting dari kelima kriteria yang di-
sebutkan adalah adanys "agunan/jaminsn", karena dengan adanya jaminan/agunar
inilah secara lengsung dapat digunakanm oleh bank untuk memperoleh perlunas-
#n atas kredit yang disalurkannya, Bank Indonesiapun telah mengeluarkan se-
macam suret edaran yang berisi bahwa mengenai pengikatan barang tetap (ti-
dak bergerak) masih tetap dipakai hipotik. Selanjutnya surat edaran terse-
but menunjukkan bahwa mengenai lembaga Jaminan hak atas tanah yang diberla-
Eugaguagalah ketentuan~ketentuan hipotik sesuai dengan yang dikehendaki o-
€ P }

Berdasarkan uraisn di atas, maka dapat dijumpai beberépa permasalahan, ane
ters lain

- Bagaimanakahwstatus hipotik sebagai hak kebendaan yang berkaitan dengan
tanah guna kepentingsn pengejuan permohonsn kredit di bsnk serta bagaima-
nakah prosedure terjadinya hipotik itu ?

- Jiks dikeitken hipotik sebegai lembaga Jjaminan delam perjanjian perkredit-
an, maka bagaimenakah kepastian hukum hipotik itu sendiri, sehingga layak
dipakei untuk aamlnpn pemberiasn kredit dari bank ?

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagsimenakah kepastian hu-
kum hipotik sebegai lembage Jjaminan dalam perjanjiean perkreditan, Selain
itu penelitian ini Jjuga bertujuan untuk mengetahuil bagaimana status hipotik
sebagai hak kebendaan serte bagaimans prosedure terjadinya hipotik berkait-
" an dengan pengsjusn kredit pada bank tertentu,

Penelitien ini bersifet deskriptif analitis dengsn menggunakan metode deduk-
si, Sedangken date yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer
dan data sekunder. Data primer didapatkan dari informasi yang berkaitan de-
ngan mesaleh hipotik sebagai Jaminan dalam perjanjian perkreditan, melalui
wawancara berdasarkan pada daftar pertanyaan yang sudah disediakan sebelum-
nys. Sedamgkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, maka-
lah seminar gerta artikel ilmiah dan buku-buku literatur maupun hasil pene-
litian terdshulu yang terkait dengan obyek permasalahan,

Selanjutnya dari data primer dan data sekunder yang berhasil dikumpulkzn
aken dianalisa secara kualitatif dengan mengkaitkan pada teori-teori yang
ada, khususnya yang menyangkut mengenai hipotik sebagai lembaga Jjaminan

it

KEPASTIAN HUKUM HIPOTIK “Lanny Ramli
SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN DALAM ‘
PERJAJANJIAN PERKREDITAN


http:pemberl.an

ADLN - Perpustakaan Universitas Aiflangga
'

dalam perjanjian perkreditan.

Akhirnya sebagei kesimpulan dapat diketengahkanm bahwa sekalipun mengemnai
tanah termyata hipotik masih berlsku, sebab memang dikecualikan oleh UUPA,
- Oleh karenanya, meska hipotik tersebut mempunyail ciri-ciri khas, yaitu bah-
we hipotik merupskan perjanjian accessoir, Disamping itu hipotik bersifat
zaaks gevolg (selslu mengikuti bendanya, dimanapun benda itu berada) ser-

ta bersifat droit de preference, berobyek tetap dan hipotik hanya berisi
hak untuk pelunasan hutang, ,

Disamping itu hipotik juga berasaskan pada asas specialitet, publicitet
dan tak dapat dibagi-bagi. Demngen adanya cirie-ciri dan asas-asas yang me=
lekat pada hipotik tersebut, maka menjamim hipotik tersebut sebagai lem-

‘baga jaminan yang kuat, berkepastian hukum dalam perjanjian perkreditan
yeng disalurkan oleh pihak perbankan. -
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